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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam 
penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten dan peranan dokter ahli 
kandungan dalam pembuktian perkara aborsi. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian hukum normatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten. 
Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan 
hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri Klaten adalah 
pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan 
sosiologis; Kedua, peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara 
aborsi ada 2 yaitu sebagai pembuat visum et repertum dan sebagai saksi ahli. 
Dokter sebagai pembuat visum et repertum digunakan sebagai petunjuk atau 
pedoman dan alat bukti dalam menyidik, menuntut dan mengadili pada perkara 
perdata dan pidana. Dokter sebagai saksi ahli: memberikan keterangan tentang 
teori / hipotesa, memberikan keterangan tentang suatu objek, dan kewajiban 
dokter sebagai saksi ahli. 
 
Kata Kunci: Pembuktian Perkara Aborsi, Peranan Dokter Ahli Kandungan 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the consideration of the judge in the 
settlement of abortion in Klaten District Court and the role of gynecologists in 
proving the case of abortion. This research includes normative legal research. 
Research conducted in the Klaten District Court. Source data using secondary 
data. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 
First, the deliberations of the judge in the settlement of abortion in the District 
Court of Klaten is of legal considerations, consideration of fact of the trial, and 
sociological considerations; Second, the role of gynecologists in proving the case 
of abortion there are 2 of a post mortem maker and as an expert witness. Doctors 
as a maker of a post mortem be used as a guide or guidelines and evidence in 
investigate, prosecute and adjudicate on civil and criminal cases. Doctor as an 
expert witness: giving a description of the theory / hypothesis, to provide 
information about an object, and the obligation of the doctor as an expert witness. 
 





Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di 
Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang 
dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh 
melakukan untuk itu. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: abortus) adalah 




Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga 
kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang 
berat. Menurut Pasal Pasal 229 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja mengobati 
seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan 
atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat 
digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
denda paling banyak tiga ribu rupiah”. 
Kasus aborsi masih banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses 
di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan para penegak 
hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti 
di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. 
Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak 
didukung bukti-bukti yang cukup.  Dalam persidangan perkara pidana, tanpa 
adanya alat bukti maka hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami 
apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan 
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pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat 
bertanggung jawab atas peristiwa itu. Adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan 
harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat 
dengan pasti menemukan kebenaran materiil.  
Melihat semakin berkembangnya kemajuan pelaku tindak pidana dalam 
memyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga keberadaan dokter 
yang mempunyai keahlian dalam membantu proses pemeriksaan kasus pidana 
tersebut semakin dibutuhkan. Peranan dokter ahli untuk menemukan kebenaran 
materiil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan 
menentukan. Hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai 
oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu 
mengungkapkan keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari 
tubuh manusia.   
Sebagai contoh adalah kasus pidana pada Perkara Nomor: 
42/Pid.B/2010/PN.Klt. Posisi kasus: Terdakwa: Y.E.S didakwa telah melakukan 
upaya aborsi. Kesaksian: Dalam perkara ini dr. H. Docang Ijiptosiworo, MMR, 
SpOG diminta menjadi saksi ahli untuk dimintai pendapatnya mengenai upaya 
menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut dokter sebagai 
saksi ahli, pil (inisial merek C) yang diberikan tersebut menurut sifatnya akan 
dapat mempengaruhi kehamilan terdakwa, yang akhirnya dapat berakibat  
gugurnya kandungan terdakwa yang sudah berusia 24 minggu. Putusan: terdakwa 
(YES) telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana menyuruh orang lain 
 4 
 
untuk menggugurkan kandungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 346 KUHP. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan 
penelitian dengan judul: ”PERANAN DOKTER AHLI KANDUNGAN DALAM 
PEMBUKTIAN PERKARA ABORSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Klaten)”. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 
merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di Pengadilan Negeri 
Klaten? Bagaimana peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara 
aborsi?. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum 
yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam 
masyarakat.
2
 Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi di Pengadilan 
Negeri Klaten 
 
Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT di 
Pengadilan Klaten adalah untuk menggunakan unsur pasal tindak pidana 
menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan perbuatan telah sesuai 
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dengan tuntutan penuntut umum yakni berdasarkan keterangan terdakwa, 
terdakwa melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) dengan 
menyuruh orang lain membantu menggugurkan kandungannya. Selanjutnya untuk 
melancarkan niatnya, terdakwa terlebih dahulu mencari seseorang yang dapat 
menolong dirinya baik memberikan informasi tentang orang yang bersedia 
membantu menggugurkan kandungan atau orang yang secara langsung dapat 
menggugurkan kandungannya. Upaya korban membuahkan hasil dengan 
menemukan perantara untuk mencarikan orang yang dapat membantu 
menggugurkan kandungan yaitu Muhammad Effendi Fauqi Annas alias Beti dan 
Cocok, serta dari kedua perantara itu menemukan orang yang dapat membantu 
menggugurkan kandungan yaitu Dwi Wahyu Putri.  
Menurut analisa penulis, putusan pengadilan terhadap perkara aborsi 
Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT relatif sinkron atau sudah sesuai dengan 
dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Dengan mengacu pada tuntutan 
penuntut umum dengan ancaman pidana ringan untuk tindak pidana aborsi dengan 
sengaja menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, maka juga akan 
mengahasilkan vonis ringan oleh hakim. Tetapi bukankah keputusan tersebut 
melanggar perintah undang-undang yang menentukan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun menurut Pasal 346 KUHP dan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut penulis putusan pengadilan 
dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sangat ringan 
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mengingat tindak pidana aborsi merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang, 
paling tidak perbuatan terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara minimal 1 
(satu) tahun atau dapat juga digunakan penjatuhan pidana maksimal.  
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan 
bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana aborsi didasari oleh 
pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan 
sosiologis. 1) Pertimbangan Hukum, terdakwa didakwa dengan dakwaan 
subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke 
satu primair yaitu melanggar Pasal 346 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut; a. Unsur seorang wanita; yang dimaksud dengan seorang wanita 
adalah subyek hukum berupa orang yang dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya, dalam arti tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dan 
subyek hukum tersebut haruslah seorang wanita, jadi dengan demikian subyek 
hukum Pasal 346 KUHP haruslah seorang wanita yang mengandung, di depan 
persidangan terdakwa Yunita Endah Setyowati adalah seorang wanita yang telah 
mengandung atau hamil dengan usia kehamilan selama 24 minggu; b. Unsur 
dengan sengaja; terdakwa menghendaki atau mengetahui bahwa perbuatannya 
yang disadari itu dikehendaki dan ditujukan untuk tujuan mencapai suatu maksud 
tertentu, tujuan yang dikehendaki oleh si pelakunya yaitu agar kandungan 
terdakwa YES tidak menghendaki kehamilannya karena merasa malu dengan 
orang tua dan teman-temannya dan sekaligus mengganggu kuliahnya, oleh karena 
itu dengan adanya alasan tersebut terdakwa menginginkan untuk menggugurkan 
kandungan, sehingga dengan demikian pengguguran kandungan memang 
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dikehendaki oleh terdakwa sendiri. c. Menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu: terdakwa mencari orang yang 
bersedia membantu memberikan sarana, keterangan dan kesempatan bagi 
terdakwa untuk melaksanakan niat dan kehendaknya yaitu mencari seseorang 
yang bersedia menggugurkan kandungan. 
Fakta Dipersidangan, dalam hal ini fakta dipersidangan pada prinsipnya 
berhubungan dengan alat bukti yang sah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang 
pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut 
berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa, sebagai berikut: Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa di 
persidangan, Bukti Surat: berupa visut et repertum dari 2 ahli kandungan yaitu dr. 
Hidayati dari Puskesmas Wonogiri II dan dr. Puska PA, Sp OG dari RSUP Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. Bukti Petunjuk, adanya keterangan para saksi dan 
surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula 
dengan adanya barang bukti. Barang bukti Lain. 
Pertimbangan Sosiologis, sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis 
Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan dari perbuatan tersebut, yaitu: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan 
terdakwa adalah termasuk tindak pidana berat karena dikualifikasikan dalam 
kejahatan terhadap nyawa. Hal-hal yang meringankan: terdakwa adalah korban 
dari laki-laki yang tak bertanggung jawab, terdakwa masih muda dan masih bisa 
diharapkan masa depannya, dalam proses penyidikan terdakwa mengaku berterus 
terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.  
 8 
 
Peranan Dokter Ahli Kandungan Dalam Pembuktian Perkara Aborsi 
Menurut hakim Pengadilan Negeri Klaten: ”Terbentuknya keyakinan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-
alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan. Cara yang dapat dilakukan 
untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter 
sebagai saksi yang dapat membuat keterangan visum pada korban dan otopsi pada 
korban yang telah mati. Jadi peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian 




Pertama. dokter sebagai pembuat visum et repertum. Dokter berperan 
utama sebagai pelaksana pembuatan visum et repertum, khususnya dalam kasus-
kasus kematian seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana yang 
memerlukan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik (otopsi) untuk 
memastikan penyebab kematian korban, kedudukan dokter adalah sebagai 
pembuat visum et repertum. Pembuatan visum et repertum memberikan tugas 
sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim 
menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter 
dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki  dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila alat bukti yang ada 
berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia.
 4
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Pendapat dokter diperlukan, karena hakim sabagai pemutus perkara tidak 
dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Oleh sebab 
itulah diperlukan bantuan dokter untuk memastikan sebab, cara dan waktu 
kematian pada peristiwa kematian tidak wajar karena pembunuhan, bunuh diri, 
kecelakaan atau kematian yang mencurigakan. Pada korban yang tidak dikenal 
diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui identitasnya, begitu juga pada korban 
penganiayaan, pemerkosaan, pengguguran kandungan dan peracunan diperlukan 
pemeriksaan oleh dokter untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi secara medis.
 5
 
Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk 
atau pedoman dan alat bukti dalam menyidik, menuntut dan mengadili pada 
perkara perdata dan pidana. Dalam hal ini tampaklah bahwa laporan pemeriksaan 
dalam proses penegakkan hukum. Oleh karena itu dokter sebagai pemberi jasa 
dibidang kedokteran forensik dari semula harus menyadari bahwa laporan hasil 
pemeriksaan dan kesimpulan serta keterangan di sidang pengadilan yang baik dan 
terarah akan membantu proses penyidikan, penyidangan serta pemutusan perkara.  
Pada perkara Nomor: 42/PID.B/2010/PN.KLT, yang dijadikan alat bukti 
keterangan ahli adalah hasil Visum Et Repertum No : 440 / 57 / 01 / 10 tanggal 15 
Januari 2010 yang dibuat dan ditandatanganni oleh dr. Hidayati dari Puskesmas 
Wonogiri II dengan hasil pemeriksaan keadaan mayat kaku, kepala tak ada 
kelainan, panjang badan 30 cm, berat ± 500 gram, anggota gerak atas dan bawah 
tak ada kelainan, alat kelamin laki-laki, dengan kesimpulan janin diperkirakan 
dalam usia kehamilan ± 24 minggu serta Visum Et Repertum No. YM.01.01 I 
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Kamis, 16 Juni 2016, Pukul 11.30 WIB 
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2010 661.16 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatanganni oleh dr. 
Puska PA, Sp OG dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bahwa YES dengan 
hasil pemeriksaan vulva/urethva tenang, serviks lunak, ove terbuka darah (+), 
corpus uteri membesar sekepala bayi, antefleksi parametrium kanan-kiri lemas 
dengan kesimpulan kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat proses 
persalinan. 
Kedua, dokter sebagai saksi ahli. Menurut penjelasan KUHAP Pasal 1 
angka 28 KUHAP menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan “. Kriteria sebagai saksi ahli dalam hukum pidana misalnya 
ditentukan “expert witness one who by reason of education or specialized 
experience possesses superior knowledge respecting a subject abaut which 
persons having no particular training are incapable of forming an accurate 
opinion or deducing correct concissions”. ( seseorang karena pendidikannya atau 
pengalaman khusus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang suatu pokok 




Dokter sebagai saksi ahli memberikan keterangan tentang teori / hipotesa. 
Dokter hanya diminta keterangannya tentang teori / hipotesa sehubungan dengan 
adanya suatu masalah yang dapat dibuat lebih jelas melalui teori / hipotesa. 
Dokter sebagai saksi ahli memberikan keterangan tentang suatu objek: dalam hal 
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ini, kepada dokter disodorkan suatu objek untuk diperiksa kemudian melalui 
berbagai cara yang dibolehkan menurut KUHAP, hasil pemeriksaan itu (berupa 
analisa dan kesimpulan) disampaikan kepada pihak peminta.  
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa yang di duga melakukan tindakan pidana maka 
terlebih dahulu hendaknya didapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga hakim dapat 
menjatuhkan hukuman. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan 
bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan itulah maka dapat disimpulkan 
bahwa:
 7
 untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa diperlukan keyakinan 
hakim, keyakinan hakim itu harus timbul dari alat bukti, paling sedikit dua alat 
bukti, keyakinan yang timbul karena hal-hal lain (misalnya melihat tampang, 
gerak-gerik, atau riwayat yang jelek dari terdakwa) tidak dapat digunakan sebagai 
dasar untuk memidanakan seseorang. 
Ketiga, kewajiban dokter sebagai saksi ahli. Dokter dapat dikenakan sanksi  
apabila ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah 
kewajiban-kewajiban itu adalah: wajib memberikan keterangan ahli. Ketentuan 
yang mewajibkan dokter memberikan keterangan sebagai ahli apabila diminta, 
dapat dilihat pada Pasal 179 angka 1 KUHAP yang menyatakan: “ Setiap orang 
yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau 
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ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Wajib 
mengucapkan sumpah atau janji: Pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, 
dokter wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai ahli sebelum ia memberikan 
keterangan dan juga sesudah memberikan keterangannya apabila dipandang perlu 





Pertama, pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara aborsi di 
Pengadilan Negeri Klaten adalah pertimbangan hukum, pertimbangan fakta 
persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hukum, Majelis Hakim 
harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 346 KUHP 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; seorang wanita; dengan sengaja; 
menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu. Fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa, diantaranya adalah berupa visut et repertum 
dari 2 ahli kandungan yaitu dr. Hidayati dari Puskesmas Wonogiri II dan dr. 
Puska PA, Sp OG dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Pertimbangan 
sosiologis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
Kedua, peranan dokter ahli kandungan dalam pembuktian perkara aborsi 
ada 2 yaitu sebagai pembuat visum et repertum dan sebagai saksi ahli. Dokter 
sebagai pembuat visum et repertum, berperan utama sebagai pelaksana pembuatan 
visum et repertum, khususnya dalam kasus-kasus kematian seseorang yang diduga 
sebagai korban tindak pidana yang memerlukan dilakukannya tindakan bedah 
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mayat forensik (otopsi) untuk memastikan penyebab kematian korban. Hasil 
pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk atau pedoman 
dan alat bukti dalam menyidik, menuntut dan mengadili pada perkara perdata dan 
pidana. Dokter sebagai saksi ahli: Dokter sebagai saksi ahli memberikan 
keterangan tentang teori / hipotesa, dokter sebagai saksi ahli memberikan 
keterangan tentang suatu objek, serta kewajiban dokter sebagai saksi ahli. 
 
Saran 
Pertama, saran bagi dokter: bekerja sama  dengan institusi kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan untuk dapat saling membantu dan bekerjasama dalam 
menyelesaikan suatu kasus. 
Kedua, saran bagi hakim: hendaknya arif dalam menilai bukti-bukti yang 
diajukan oleh dokter (keterangan ahli) baik yang secara tertulis ataupun 
keterangan tersebut dapat dilakukan secara lisan didepan persidangan.  
Ketiga, saran bagi jaksa: perlu mengikuti pelatihan tentang proses 
penuntutan yang harus dilakukan oleh penuntut umum pada kasus tindak pidana 
aborsi.  
Keempat, saran bagi pemerintah: aktif dalam hal mengantisipasi mengenai 
kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara pencanangan program sosialisasi 
yang masiv (berkelanjutan atau terus menerus) mengenai:  kesadaran terhadap 
kesehatan perempuan, bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat 
menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat 
menyebabkan kematian. Mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara 
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menampung anak yang tidak dikehendaki di dalam satu badan yayasan sosial. 
Peningkatan peraturan dan pengawasan di lingkungan kos. Peningkatan upaya 
penegakan hukum dengan menindak tegas terhadap tindak pidana aborsi sehingga 
menimbulkan efek jera.  
Kelimat, saran bagi penelitian berikutnya: hasil penelitian ini dapat 
dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya untuk pengembangan 
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